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PF:RJANJJAN HTBAH 

NO MOR _. 5 TAHUN 2023 
NOMOR , .. p� /1(.U, , 07· PK<;/5i3/D/.ztu!i 

ANT ARA 

PEMERIJ\'TAH KABUPATEN KLATEN 

DEN GAN 

KOMIS! Pl!:MILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN 

TENT ANG 

PELAKSANAAN DANA HIBAII PCNYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DA1' 

WAKIL BUPATJ h.LATEr\. TAHU;,i 2024 

Pada han mi jumat, umgg,;J scpuluh bulan nopember tahun dua nbu dud 
puluh uga yang bcrtands tangan dt bdwah rm 

1 SRI MULYANI 

2. PRIMUS SUPRIONO 

BUPATI l<LATEN, bertmdak ddldm jabatannya 
tersebut berdasarkan Keputusan Menten Dalam 

Negen Nomor 131 33-280 Tahun 2021 tentang 
Pcngesahan Pcngangkatan Kepala Dacrah dan 

Wakil Kepald Daernh H«s1I Permhhan Kepala 
Daerah Serentak Tllhun 2020 d, Kabupaten dan 

Kold Pada Provins, Jawa Tengdh, berkcdudukan di 

Klaren, Jal,m Pemuda Nomor 294 Klaren. dalam 

hal mi bertmdak untuk dan atas narna Pemenntah 

Kabupaten Klatcn, selanjutnya drsebut PIHAK 

"ESATU 

KETUA KOM!SI PEMILJHAN UMUM KABUPATEN 

Kl.A.TEN, bcrnndak dulam jabatannva u tsebut 

berdasarkan Keputusan Kom,s, Permhhan Umum 

Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Pengangkatan 
Anggota Komisi Pcm1hhan Umum Kabupaten 
Klaten Pc:,ode 2023-2028, be1kcdudukan di 
Klaten, ,lillan Mayor Kusmanto Nomor 25 K!dten, 

dalam hal iru bertmdak untuk dan at,e, nama 

Komi-..i Pcm1l!han Umum Kabupaten Klaten. 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 
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Berdasarkan. 

1. Undang-Undang Nemer 13 Tahun 1950 tentang Pembentuk,m Daerah­ 
Daerah Kabupatcn Dalarn Lmgkungan Provinsi Ja"a Tcngah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Turnba hari 

Lembnran Negara Repul.>hk Indonesia Nornor 4286) scbagaimana u.lah 
drubah bebcrapa kah terakhrr dcngan Undang-Und,mg Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Harmomsast Peraturan Pcrpajakan [Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk lndonesaa Nomor 6736); 

3 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonevm Nomor 4355) sebagarmana telah 
diubah beberapa kah ternkhrr dcngan Unddng-Unrlang Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Harmomsasr Peraturan Perpajakan fLcmbaran Negara 
Repubhk Indonesia 'Jahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 6736), 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenteng Pemcnksaan Pcngelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara Il.embcran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpubhk 
Indonesia Nomor 4400); 

" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daer.i.h 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimann telah 
dtubah beberapa kah terakhrr dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tenldng Penetapan Peraturan Pcmerintnh Pcngganu Undang-Unrl,mg 
Nomor :.I Tahun 2022 tentang Crpta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik lndonesm Tahun 2023 Nomor 41, Ta.mbahan 
Lembarnn Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856); 

6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 kntang Admimstras1 
Pemcnntahan (Leml.>.i.ran N .. gara Repubhk lndonesm Tahun 2014 Nomor 
2g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) 
sebagaimana td.i.h diubah bcberapa kah tcrakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Jahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant, 
Undang-Undang Nomur 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja MenJad, 
Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Taml.>dhan Umharan Negara Republik lndmwsM Nomor 6836), 
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7 Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang PeneW.pan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Unda11g Nomor I 1ahun 2014 tentang 
Pem,hhan Gubernur, Bupan, Dan Wah Kota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Numor 5588) sebaga,mana tclah 
drubnh bebcrapa kah terakhtr dengan Undang-undang Nomur 6 Tahun 
2020 tentang Penetapan Pcraturan Pcmerintah Penggant1 Undang-UnCang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahnn Kctiga Atas Undang-Undang 
Nomor l Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganu 
Undang-Undang Nomor l Tahun 2014 tentang Pem1hhan Gubernur, 
Bupau, dan Wali Kora MellJd<.h Undang-Undang menjad, Undang-Undang 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 l'lomor 193, Tambahan 
Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6512); 

8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pem,hhan Umum 
11.cmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpubhk lndom,,.ia Nomor 6109) »ebaga,mana telah 
drubah beberapa kah terakhn- dengan Undang-Und,u1g Numor 7 Tahun 
2023 tentang Pcnetapan Peraturan Pemertntah Pengganll Undang-Undang 
Numor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tcntang Penuhhan Umum 'vtenjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 
Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6863); 

9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Huhungan Keuangan 
Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 6757); 

10 Undang-Undang Nomur 11 Tahun 2023 tentang Provmsi .Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Ncg..ra Republik lndones,ia Nomor 6867); 

11 Peraturnn Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentctni,: Dana Pcrimbangan 
{Lerubaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 4575), 

12 Peraturan Pemermtah Nomo- '..! Tahun 2012 tentang Htbah Dacr«h 

(Lembaran Ncgc1ra Republik Indunesia Tahun 2012 Nomor 5, Tdmbahnn 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5272); 

13 Peraturan Pcmenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dderah 
(Lembaran Negarn Republ,k lndone�rn. Tahun 2016 Nomor 114, Tambah<1n 
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Lcmbaran Negara Rep1ibhk Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

dmbah dengan Pcraturan Pcmenntah Nomor 72 Tahun 2019 tentcng 
Pcrubahan Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambdhan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
6402). 

14 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Prngelolaan 
Keu .. mgan Daerah (Lcmbara.n Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Neg,na Rcpuhlik Indonesia Nomor 6322J, 
15. Pera tu ran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan 

Barangy.Jasa Pemenntah scbagaimana relah diubah dengan Peraturan 
Pre-sidcn Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Aw» Peraturnn 

Presidcn Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pcngadaan Barang/J.is,a 
Pcmcrmtah; 

16. Pcraturan Menten Dalam Negen Nomor 54 Tahun 2019 tentang 
Pendanaan Kcgmtan Pcmil,han Gubet nur, Bupatl d,m Wali Kota Yang 
Bersumbcr Dan Angg,iran Pendapatan uen Belc1.nJa Daerah (Bcnta r,.·egara 
Rcpubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah 

dengan Per.rruran Mentcn Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentdng 
Pcrubahan Ata;. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 54 Tahun 2019 
tentang Pendanaan Kcgiatan Pcm,lihan Cubernur, Bupal.l, Ddn Wah Kola 

Yang Bersumber Dan Anggarnn Pendapatan Dan Bclania Daerah (Benld. 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nom01 616). 

17. Peratrnan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK 05/2016 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kcg1atan 
Pcmilih,m Gubernur, Hupatl clan Wah Kota (Serita Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 2016 Nom01 812); 

18. Pcraturan Mentcn Keuangan Nomor 99/PMK 05/2017 tcmang 
Admm,stras, Pengelolaan Hibah (Serita Ne-gflra Rcpublik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 9901, 

19. Peratman Menten Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 

tcnt.ang Pengelolaan Rekcnmg Pengeluaran Mihk Kemcntenan 

Negara/Lembaga (Bcnta Negara Repubhk Jndonc'!1a Tahun 2019 
Nomor 15491; 

20. Pcratur-an Ment.-r, Dalam Negen Nomor 77 Tdhun 2020 tentang Pcdoman 
Tekn1s Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Ncgard Republik Indonesia 
Tahun2020 rcomor 1781), 
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21 Peraturan Menten Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 Tahun 2021 
tentang Sistem Akunt.ans1 Hibah (Senta Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2021 Nomor 1454), 

22. Peraturan Menten Keuangan Nomor 83/PMK 02/2022 Tahun 2022 
tentang Standar B,aya Masukan Tahun Anggaran 2023; 

23 Pcrnturan Menteri Keuang.-1.n Nomor 4g Tahun 2023 tcntang Standar 
Biaya M,u,ukan Tahun Anggaran 2024 (Senta Negara Republ!k Indonesia 
Tahun 2023 'fomor 363), 

24. Keputusan Komrsi Permhhan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang 
Standar dan PetunJuk Teknis Penyueunan Anggarnn Kcbutuhan 
Barang/Jasa dan Honorarium Penyclenggaraan Pcm,lihan Gubernur dan 
Waln! Gubernur, Bupah dan Wakil Bupall, dan/atau Wali Kota d,in Waku 
\Vah Kola; 

25 Peraturan Dacrah Kabupaten Klaten Numur 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lembnran Daerah Kabupaten Klat,:n Nomor 138) sebagarrnana telah 
diubah beberapc. kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 
.'fomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupatcn Klaten Numor 8 Tahun 2016 tent<1ng Pembentuka.n dan 
Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah 
Kabupaten Klaten Tahun 2023 Numor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Klatcn Nomor 235), 

26. Peraturan Daerah Kabupalen Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupc1kn Klatcn 
Nomm 224), 

27 Pcraturan Daera.h Kabupatcn Klaten Nomor 11 T.thun 2023 tcntang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 {Lcmbaran Daerah Kabupaten Klatn, Tahun 2023 Nomor 11 ); 

28 Peraturan l:lupati Klaten Nomor 55 Tehun 2018 tentang Pedomc1.n 

Pelaksanaan Penataw,c.ha.an Keuangan naerah Kabupaten Klaten (Benta 
Daerc1.h Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana te!ah 

diubah bebe1<1p,1 kali teraklur dPnv.,m Peraturan Bupat, Klatcn Nomor Y 
Tahun 2020 tentang Perubahan Kcdua Atas Pcra.turan Bupatl Klatcn 
Nomor 55 Tahun 2018 tentang P<:doman Pclak�anaan Pcnatau,.ahaan 
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Keuangan Daerdh Kabupaten Klaten (Serita Dacrah Kabupaten Klaten 
Tahun 2020 Nomor 9); 

29 Pcraturan Bupatr Klaten Nomor 62 Tahun 2020 lentang Tata Cara 
Pengadaan Barang/Jasa yang Dib1aym dan Anggarnn Pendapatan dan 
Be!anJa Daerah Kabupaten Klaten (Benla Daerah Kabupaten Klaten 
Tahun 2020 Nomor 62), 

30 Peraturan Bupan Klatcn Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Pengangga1 an, Pdaksanaan, Penatuusahaan, Pei tanggungjawaban, 
Pelapon:m dan Monitormg scrta Evaluas1 H1bah dan Bantuan Sostal 
Kabupaten K.laten (Benta Daemh Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7) 
sebagrumana tdah diubah dengan Peraturan Bunati Klatcn Nomor 70 

Tahun 2022 tentang Perubahnn Aras Peraturan Bupan Klaten Nomor 7 
Tahun 2021 tentang THta Cara Penganggaro.n, Pclaksanaan, 
Pcnatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Momtonng scrta 
Evaluasi H1hah dan Bantuan Sosral Kabupaten Klaten (Serita D1lf'rah 
Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 70). 

31 Peraturan Bupan Klaten Nomor 74 Tahun 2021 tcritang Kedudukan 
Susunan Organisasr Togas dan Fung,;;i Serta Tata Kerja Badan Kesatuan 
Bang'IH dan Pohtrk Kabupaten Klaten (Bcnta Daer<1h Kabup,1ten Klaten 
Tahun 2021 Nomor 74), 

32 Peraturan uupac Klatcn Nomor 26 Tahun 2022 tentang Standar Harga 
Satuan Barang dan Jasa Pemcrmtah Kabupaten Klatcn (Senta Daerah 

Kabupaten Klatcn Tahun 2022 Nornur 26) <rbagarmana telah diubaa 

dengan Peratur<1n Bupat1 K!aten Nomor 37 Tahun 2022 tenreng 
Pcrubahan Lamprran Peraturan Bupat, Klaten xomor 26 Tahun 2022 

tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pcmenntah Kabupatcn 
Klaten Tdhun Anggaran 2023 (Bcnta Dacrah Kabupaten Klatcn Tahun 
2022 Nomor 37); 

33. Peraturan Bupat1 Klatcn Nomor 56 Tahun 2022 tentang PetunJuk Tckms 

Pelaksanaan Pengcndahan, Evaluasr, dan Pcldporan Program/ Kegmtan/ 
Sub Kegiatan di Kabupatcn Klaten (Bcnta Daerah Kabupaten Klaten 
Tahun 2022 Nomor 56), 

34 Peraturan Bupau Klaten Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran 
Pcrubahan Anggaran Pundapatan dan R.-lanJa Daerah Tahun Anggarnn 
2023 (Berirn Dacrah Kabupatcn Klaten Tahun 2023 Nomor 38), 

35. Kcputusan Bupau Klaten Nomor . / ,, , , Tahun 2023 tenta.ng Lokast 
dan Aloha�, Bl"lanJa H1bah Pem!l,hCJ.n Bupat! Klaten Tahun 2024 kepad<l 
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Kormvr Pcnuhhan Umum Kabupdten Klaten dan Badan Pengawas 
Pemihhan Umum Kabupaten Klau:n yang Ben.umber dan Pcrubahan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kahupaten Klaten Tahun 
Anggaran 2023; 

PIHAK KESATU dan PIHAK KF:DUA y.:mg !.ekl.nJutnya bersama-sama discbut 
PARA PIHAK, terlebrh dahulu menerangkan hal-hal sebagai benkut. 
a. bahwa Pl!JAK KESATU s;ebagai unsur penyclcnggara urusan Pemertnteh 

Daerah membenkan bibah kepada PIHAK KJ£DUA yang bcrsumber dan 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Klaten 
Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pcndapatan clan BelanJa Daeruh 
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024, dan 

b bahwa hibah dan P!HAK KESATU kepada PIHI\K KEDUA sebagaimann 
drmaksud pada huruf a, dibenkan dalam bentuk uang yang diperuntukan 
untuk membuym pelaksanaan Per.-uhhan Bupau dan Wak,1 Bupan Klaten 
Tahun 2024, 

PIHAK KESATU dun PIHAK KEDUA yang <,elanJutnya drscbut PAR", PIHAK 
ealing setuju dan mufakat mengikatkan din untuk mengadakan Perjanjian 
Htbah tentang Pelaksanaan Dana H1bah Penyelenggarnan Pcmihhan Bupati 
Dan Wak,J Bupati K!aten Tah .. m 2024 dengan ketcnruan d,m syarat sebagai 
berrkut : 

Pa&il 1 
JUMLAH DAN SUMBER PJ:.:MB!AYAAN HfBAH 

(1) PIHAK KtSATU membcnkan h1bah u,mg kepc1da PIHAK KEDUA, dan 
PIHAK KEDUA menenma tubah uang dan PIHAK KESATU scbcsar Rp 
52 000.000 000,- (lima pulu-i dua rrulyar]. 

(2) Pemberian htbah uang sebegarmann dimakeud pada ayat (I) 
bersumber dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belnnja Dacrah 

Kabupaten Klaren Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Penrlapatan dan 

Belanja Daer ah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 202·1 yang d1nnu 
sebagru benkut. 

a. Perubahan Anggardn Penddpcitan dan Belanja Daerah Kobupaten 
Kldten Tahun Anggaran 2023 sebcsar Rp 20.800.000.000,- (dua puluh 
m,lyar dcLipan ratus juta rupiah), dan 
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b Anggaran Pendapc1tan dan Belanja Daerah Kabupatcn Klaten Tahun 

Anggaran 2024 sebesar Rp 31.200 000.000,- (tiga putuh saru mllyar 
dua ratus JUta n1piah) 

Pasal 2 

PENGGUNAAN HIB/\H 

(1) Htbah uang dan P!HAK KESATU kepada P!HAK Kb...OUA sebagairnana 
d1maksud dalam Pasal 1, hanya drpergunakan nleh PIHAK KEDUA 
untuk membrayar pelak�anaan Pemihb an aupeu dan Wak1l Bupat! 
Klaten Tahun 2024 

[2) Peld.k».i.naan Pem,lihan Bupatl dan Wak,l Bupm, Klaten Ta hu n 2024 

mulai dari tahap pereiapan dan p,:nyelcnggc1raan hmgga beraklurnya 
prose» Pemihhan 

13) Uang yang dihrbahkan sebcgarmana drmaksud pada ayat (11, scsuai 

dcngan Rmcian Kebutuhan Biaya Komisi Pcrnihhan Urnum Kabupaten 
Klaten berdasarkan tahapan penyclenggaraan Pemtlihan sebagmmana 
tcrsebut dalam Lampiran Perjanjian 1-!ibah m, 

Pasal 3 

HAK DAN KEW AJJBAN 

(1) Hak PIHAK KESATU adalah menenma laporan pcnggunaan BeldnJa 
Hibah Kegiatan Perrulihun 

(2) Kcwejtban PIHAK KESATU aualah. 

a mercamm ketersedraan anggaran, dan 

b mencairkan danfl hibah sesuai dengan mekanismc pencatran 
(3) Hak PIHAK KEDUA yaitu mcnggunakan dana hibah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dan PlHAK KESA TU 

(4) Kcwajiban PIIIAK KEDUA 

a. menandatangan, Pc1kta lntcgnta» yc1ng mcnyatakan bahwa hrbnh 

yang diterima akan digunakan scsuai dengan Naskah Perjanjran 
Htbah Daerah; 

b melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah 

seeuru dcngan ketentuan peraturan P<-,rundang-undangan, dan 

c. bertanggungjawab secara formal dan mat.-rial tcrhadap penggunaan 
bclanJa lubah Kegu,tan Pernihhun yang dikelola scsuai dengan 
peraruran perundang-undnngan 
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MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH 

(1) Penc,nran bcL-mja hibah Udng dari PIHAK KESATU kepada PIHAK 
KEDUA drlakukan dengan nirc1 d1transfer langsung dan Kas Daerah 
Pcmenutah Kabupaten Klaten ke rekcmng Hibah P!lkwJc1 yang dikelola 
oleh KPU Kabuputcn Klarf'n pada Bank .... No:nor Rckcmng 

(2) Transfer dana hibah uang sebagaunana dimaksud pada ayat {l], 
dilakukan sctclah PARA PIHAK menandMangam Serita Acarn Sernh 
Tenma Hibah dan PIHAK KEDUA mcngaJukan pcrmchonan kepada 
PIHAK KESATU drlampirr dengan. 
a. fotokopi Naskah Perjanjran Hrbah Daerah; 
b Pakta lntegntas; 

c Surat Pertanggungjawaban Mutlak. 

d. fotokopi rekcnlng bank alas nama penerima dana hibah, 
e. kuitansi rangkap 4 (cmpat) avh bermatera, cukup yang tclah 

dnandatangam dan drstempcl. 

(3) Pencarran dana hibah sebagaunana drmaksud pada ayat (!), 
rhlaksanakan dcngan ketentuan scbaga, berikut. 

a untuk Tc1hun Anggaran 2023 d1lak<i,makan sckahgus sebcsar 40% 

dan Ndai Hrbah Komisi J'cmihhan Umum sebesar Rp 
20 800.000.000,· (dua puluh rmlyar dclapan ratus juta rupiah) dan 

drcarrkan palmg lambat 14 (empat b<:ld'>) hari kens <etelah 

penandatanganan Perjanjian lhbah; 

b. untuk T ahun Anggaran 2024 dllaksanakan sekahgus sebesar 60% 

dan total nilm h1bah Kom1s1 Pemihhan Umum vebesar Rp 
31 200 000.000.,· [uga pult1h satu milyar dua retus juta rupiah) 

(4) Pencairan BclanJd H,bah Kcgmtan Pemil1han scbagmmc1na dimaksud 

pada ayat (!) dan ayat (31, tidak drpetsyaratkan Surat 

Pcrtanggungjawaban pelaksana.an kcgiatan sebelumnya. 

Pasal 5 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 
(I) PTHAK KEDUA bertan[illllng jawab �epenuhnya ntn<i pengg:unmm 

uang yang dihibahkan okh Pll!AK KCSATU �cbagaimana dunaksud 
dalam Pc1sal 1 
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(21 PIJ!AK KEDUA berke\\-aJiban melak»anakan pcngadaan bd.rd.ng dan jasa 
sesuar dengan kctentuan peratur an perundang-undangan yang bcrlaku 
clan mt>nyimpan bukn-bukn transaksi tcrkait dengan program dan 
kcgiatan vang drdanai dan Dana Hibah Oaerah. 

(3) PTHAK KEDUA bcrkewaJ1ban membuat lapord.11 penggunaan dana hrbah 
dan menyampalkd.n laporan penggunaan 13elanJa Htbah sebagarmuna 
d1maksud pada ayat (I). d,lakukan palmg lambat 3 [nga] bulan setelah 
pengusulan pengesahan pengangkatan codon terpihh 
KESA TU 

kep,ida PIHAK 

(4) PIHAK KEDUA wajib mcngembahkan srsa Dana Hibah Kegratan 
permiihan pahng lambat 3 {tigal bulan sctelah pengusulan pengecahan 
pcngangkatan calon terpshh kcpada PlHAK KESATU mejahn Kas 
Daerah 

Pasal 6 

JANGKA WAKTU 

Perjanjran htba h iru berlaku terh,tung sejak dtrnulamya tahapan Pemihhan 
Bupah dan Wak!l Bupat1 Klatcn sampai dcngan 3 (tlga) bulan setelah 
pengu�u!an pengesahan pengangkatan calon rerprhh Kabupaten Klaten 
Tahun 2024. 

Pasal 7 

KEADAAN KAHAR (FORCE AfAJEURE) 

(1) Keadaan kahar (force majeure) anl.d.ra lam termasuk kebakaran, 
ledakan, gcrnpa bum,, topan, hujan bada,, banjir, wabah dan bencana 
lamnya, makar, huru-hara, pern.ng. persc!i,.ihan, buruh. pemogokan, 
kebijakan pr-rnenntah {moneter) bcrpengaruh lang»ung pada 
pelaksanaan perjanjran uu 

(2) Tidak satupun P1hak d1kenai tanggung jawab untuk memenuh, 

kewajiban berda,.d.rkan pcrjanjian mi scpanjang hal tersebut tcrhalangr, 
tercegah a.tau tertunda pelaksanaannya ol .. h keadaan kahar (force 
ma1ei1re) sebagarmana d,maksud pada ayct (I). 

(3) Dalam tangka waktu palmg lambat 7 [tujuh] hari sejak terjadinya 
keadaan kahar (force maJeure) seba.gmmana d1maksud pada ayat (I). 
pihak yang tcrkena kcadaan kahar (force majeure) m .. rnbuat atau 
me1Jyd.mpa1kan p..mbentahuan tcrtuhs kepada pihak yang udak tcrkena 

dengan menerangkdn keadaan kahar (force majP01re) tersebut dan 

membenkan perkiraan yang ddpat dipenaya utus ;angka Wd.k!u sejak 
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keadaan kahar [force maft<ure) sampai pelaksanaan 
tcrlaksananya kembaf 

Pasal 8 

drharapkan 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

(!) Apabila dalam pelak»anaan Pcrjanjian rm terjadr pcr-sellslhan 
atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK »epakat 
untuk menyelesaikan pcr'se-listhan melalu1 ;alan musyaw.:irah untuk 
mencapru mufakat 

12) Apabtla penyelesaran untuk mufakat sebagmmana drmaksud ayar (I) 
hdak tercapai, PAR'\ PIHAK sepakat untuk menyelesaiknn persehs,han 
rnclalui Pr-ngadilan Negcn yang membawahi w!layah hukum Kabupatcn 
Klaten 

Pasal 9 

LAIN-LAIN 

(1) PIHAK K!!,LJUA dapat melu.ksanak,rn peng-1daan kd;utuhan harang dan 
tasa »l"bagam1dna da!am Rencana Kebutuhan 
Brayaj Rcncann Anggaran Omya yang dibutuhkan untuk 
melak»anakan pemilihan bupati dan wakil bupatl selain kcbutuhan 

barang dan ja<;a yang telah ditctapkan dalam Peraturan Bupab Klatcn 

tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pcrnenntah Kabupaten 
Klaten dan Pendartddn Kegiatan Perruhhan bupat1 dan wakrl bupan 
dcngan bcrpedoman pada peraturan pcrundang-undangan 

(21 Perjanjsan ini mengrkat kf'dua belah pihak sejak PIHAK K!,;!;ATU dan 

PIHAK KEDUA menandatangam Perjanjran H1b<1h mi 

(,1) Dalam ha! sarnpai dengan berakhlfnya kcgratan Perrulihan masih 

terdapat sisa dana hrbah kegmtan Pc,ml,han, Komisi Perruuhan Umum 

Kabupatcn Klatcn harus mengembcl!kan sisa Dana Hibah Kcgiatan 

Pemihhan p,1lmg lambat 3 (tiga) bulan sctc+ah p,:-ngusulan pengesahan 
pengangkatan calon terprlih dan dikembahkan ke Kas Dacrah 

(4) Apabtla sampai dcngdn bt-rdkhirnya tahapan kcgiatan penye!cnggdraan 
perrulihan Bupat1 dan Wukil Bupat, Klaten Tahun 2024, tcrdapat 1a,m 
giro, PIHAK KEDUA wajib menyctorkan sepenuhnya kt" K;i<; o,.,.r,ih 

(5) Apabila proses pcncmrnnnya Dana Hibah mclalui 2 (dua) t.ahap at.du 
lebih, PIHAK KEDUA c.ukup mclampirkan Laporan Rf'ah<;a�,, tidak perlu 
mclamp1rkan Laporan Penunggungjawaban untuk pcncd1ran tahap 2 
(dua) atau lelnh 
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16) Apab1la terjadi kcgiatan pemilihan lanjutan, Pcmiliban susulan atau 

pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan 

anggaran untuk kegiatan Pemihhan lanjutan, Pcm1lihan su..,ulan atau 

pcmungutan suara ulang sampai berakh1rnya tHhapan Permlihan 

Pasal 10 

P�:RUBAHAN (ADDENDUM) 

(1) Dalam ha\ tcrjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau 

pcmungutan suara ulang, pcmiliban lanjutan, perubahan rekemng, 

pcrubahan jumlah anggaran dan/atau pcrrulihan susulan yang 

mengckrbarkan pcrubahan jumlnh nilai perjanjian Hibah, maka 

do.pat duakukan melalui pcrubahan/addendum Perjunjran l-hbah. 

(21 Ho.1-hal yang belum diatur do.lam Perjanjian H,h,;h im aka.n diarur lebrh 

lanjtlt sesue- dengan kesepakatan PARA PlHAK 

(3) Apabila dalam pelo.ksnno.o.n Perjanjian Hibah im terjadr perubahan 

maupun penarnbahan akan diatur lelnh lanjut dalam Addendwn 

Perjanjian yang merupo.ko.n bagian tidok terpisahkan dan Perjanjian 

Hibah mi. 
Pasal I l 

PC:NUTUP 

Pcrjanjiun ini dthuat d.m ditandatangani oleh PARA Pll!AK pada han, tanggal. 

bulan don tahun sebcgcimuna tersebut pnda awal Perjnnjian mi, dibuat d"lam 

rangkap 2 (duaJ bcrmaterni cukup yang diperutuukkan bagi PARA PIIIAK, 

masmg-masmg bcrlaku sebagm aslmyo. dan mcmpunyat kckuo.tan hukum 

yang sarna. 

P!HAK KEDUA 


	image_001.pdf (p.1)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)

